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SURAT KEPUTUSAN 
Nomor : SKR/KPTS/01/2021 

 
TENTANG 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII 

 

DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan 
PT Perkebunan Nusantara VII guna menciptakan perusahaan yang bersih dari tindakan 
penyuapan dan tindakan pidana korupsi dan berdasarkan pada Peraturan Direksi                            
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : KPJAK/HOLD/PER/03/2016 tanggal                   
26 Februari 2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Umum Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan PTPN I s/d XIV maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan 
Direksi PT Perkebunan Nusantara VII Nomor : SKR/Kpts/07/2014 tanggal 28 Oktober 2014 
Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perkebunan Nusantara VII; 

b. bahwa penyesuaian peraturan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas perlu dituangkan 
dalam Surat Keputusan Direksi 

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0056472.AH.01.02 Tahun 2019 
tanggal 23 Agustus 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 
PT Perkebunan Nusantara VII; 

2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Perkebunan Nusantara III Selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan 
Nusantara VII No: !"#$%&/()*/+%/,+,+-!-(/!"./!/0/11/,+,+ tanggal 26 Mei 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan 
Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara 
VII; 

3. Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)  
Nomor : DSDM/KPTS/R/80/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Nomenklatur Jabatan dan 
Penempatan Senior Executive Vice President pada PT Perkebunan Nusantara VII; 

Memperhatikan : 1. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)  
Nomor : KPJAK/HOLD/PER/03/2016  26 Februari 2016 tentang Pemberlakuan Pedoman 
Umum Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PTPN I s/d XIV; 

2. Surat Keputusan Direksi Nomor :	SKR/Kpts/07/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang 
Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perkebunan Nusantara VII. 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Direksi  

Nomor :	SKR/Kpts/07/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi 
PT Perkebunan Nusantara VII. 

Kedua : Memberlakukan Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perkebunan Nusantara VII serta ketentuan 
sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini dan merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan. 

Ketiga : Menunjuk Bagian Sekretariat Perusahaan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PT Perkebunan 
Nusantara VII, dengan tugas dan wewenang sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat 
Keputusan ini; 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
   

DITETAPKAN DI   : BANDAR LAMPUNG 
PADA TANGGAL  :   21     JANUARI   2021 

 
  D I R E K S I 

   
 
 

DONI P. GANDAMIHARDJA 
Direktur 

Surat Keputusan Direksi ini disampaikan kepada :  
Bagian, Unit PTPN VII  
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BAB I  
PENDAHULUAN  

  
Aktifitas bisnis dengan menjalin kerja sama menjadi kebutuhan penting untuk membina hubungan 
bisnis yang harmonis, serasi, berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik.  
  
Salah satu hal yang lazim terjadi dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah 
pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi ini 
menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat sifatnya yang 
mengarah pada tindak pidana suap.  
  
Ketentuan mengenai gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia 
tercantum pada Pasal 12 C Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 16 sampai 
dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur kewenangan menerima dan kewajiban 
menetapkan laporan gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara.  
  
Sedangkan penyelenggara negara berdasarkan penjelasan Pasal 2 Angka 7 Undang Undang Nomor 
28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 
termasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktural 
lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.  
  
Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka dalam menjalankan 
kegiatan bisnis, insan PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) berpeluang dikenakan tuduhan 
tindak pidana suap. Untuk itu, dipandang perlu untuk membuat suatu pedoman yang mengatur 
mengenai gratifikasi sebagai bentuk upaya preventif dan proteksi bagi insan PTPN VII  
  
Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan modus gratifikasi yang 
berkembang di dunia bisnis saat ini, maka dipandang perlu untuk membuat pedoman mengenai 
gratifikasi. Untuk itulah perusahaan menyusun Pedoman Gratifikasi ini, sebagai upaya untuk 
mewujudkan pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara 
konsisten dan berkesinambungan.  
  
Pedoman Gratifikasi yang berlaku di lingkungan PTPN VII mengatur tentang Penolakan, 
Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata dan hiburan (Entertainment) sesuai dengan kategori 
gratifikasi serta tata cara pelaporannya. Ketentuan gratifikasi dimaksudkan untuk menjalankan 
pengelolaan perusahaan yang beretika serta menjaga hubungan bisnis yang sehat dengan para 
pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan untuk membangun budaya anti suap secara kuat, 
lebih khusus pada lingkungan bisnis PTPN VII. 
  
A. MAKSUD, TUJUAN & MANFAAT 

1. Maksud  
Surat Keputusan Direksi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh insan 
PTPN VII untuk memahami, mencegah dan mengatur penanganan gratifikasi antara insan 
PTPN VII dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan. 

2. Tujuan 
Tujuan dari penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi ini adalah : 



PEDOMAN  PENGENDALIAN GRATIFIKASI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII 

 
 

 
2	

 

a. Sebagai pedoman bagi insan PTPN VII dalam mengambil sikap yang tegas terhadap 
gratifikasi di perusahaan guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik antara 
lain etika bisnis, benturan kepentingan, kecurangan serta penyimpangan perilaku 
lainnya; 

b. Sebagai acuan bagi insan PTPN VII mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan 
gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang 
dikenakannya tuduhan tindak pidana gratifikasi; 

c. Membentuk lingkungan perusahaan yang sadar terkendali dalam penanganan praktik 
gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan 
operasional dan bisnis sehari-hari semakin terimplementasi. 

3. Manfaat  
Manfaat dari penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi ini adalah untuk mewujudkan 
budaya kerja insan PTPN VII yang bersih, anti penyuapan dan bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme.  
  

B. DASAR HUKUM  
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2014 tentang Pedoman Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 

5. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)  
Nomor : KPJAK/HOLD/PER/03/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Umum 
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PTPN I s/d XIV. 

  
C. PENGERTIAN  

1. Gratifikasi, adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, 
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri 
dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.  

2. Gratifikasi Yang Dianggap Suap, adalah pemberian yang diterima oleh insan PTPN VII  
yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

3. Gratifikasi terkait Kedinasan, adalah pemberian yang diterima secara resmi oleh insan 
PTPN VII sebagai utusan resmi perusahaan dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan 
atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.  

4. Hadiah / Cinderamata, adalah objek dari gratifikasi, yakni meliputi uang, barang, diskon, 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; 

5. Hiburan,  adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang 
dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi sesorang, yang meliputi namun tidak 
terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, permainan, olahraga, 
wisata dan lainnya. 

6. Insan PTPN VII , adalah Dewan Komisaris, Direksi, Senior Executive Vice President dan 
seluruh pekerja PT Perkebunan Nusantara VII , termasuk pekerja yang ditugaskan di Anak 
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Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk 
dan atas nama perusahaan.  

 
7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.  
8. Formulir Gratifikasi, adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan penerimaan 
gratifikasi.  

9. Laporan Gratifikasi, adalah dokumen yang dibuat oleh insan PTPN VII selaku penerima 
gratifikasi yang berisi informasi penerimaan Gratifikasi dan tertuang dalam Formulir 
Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK.  

10. Penanganan Laporan Gratifikasi, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 
sistematis dimulai dari pencatatan, analisis, klarifikasi dan verifikasi laporan, usulan 
penetapan status kepemilikan gratifikasi, serta penyerahan surat penetapannya kepada 
pelapor.  

11. Unit Kerja, adalah Kantor Direksi, Distrik, Kantor Perwakilan (Liaison Office) dan Unit di 
wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara VII .  

12. Unit Pengendali Gratifikasi, yang selanjutnya disebut UPG melekat pada Bagian Sekretariat 
Perusahaan.  

13. Kedinasan, adalah seluruh kegiatan resmi insan PTPN VII yang berhubungan dengan 
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya atau penugasan dari perusahaan.  

14. Musibah, adalah suatu kejadian atau peristiwa buruk yang menimpa seseorang, dan 
mempengaruhi kondisi fisik, psikis, dan/atau keuangan seseorang, seperti : kematian, sakit 
kronis atau kecelakaan.  

15. Bencana, adalah keadaan kahar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.  
16. Berlaku Umum, adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal 

jenis, bentuk, persyaratan atau nilai sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan memenuhi 
kewajaran atau kepatutan.  

17. Keluarga Inti, adalah suami atau istri dan anak-anak dari insan PTPN VII, yaitu dari 
kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, 
cucu, besan, paman/bibi, kaka/adik/ipar, sepupu dan keponakan yang memiliki konflik 
kepentingan 

18. Rekan Kerja, adalah sesama karyawan di lingkungan PTPN VII yang berinteraksi langsung 
terkait kedinasan. 

19. Pihak Ketiga, adalah orang perseorangan dan/atau badan hokum yang memiliki hubungan 
bisnis dengan PTPN VII atau merupakan pesaing PTPN VII termasuk tapi tidak terbatas pada 
vendor, supplier, dealer, agen, bank maupun mitra kerja pihak ketiga. 

20. Konflik Kepentingan, adalah situasi dimana seorang insan PTPN VII yang mendapatkan 
kewenangan atau kekuasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendelegasian 
kewenangan atau kuasa, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/kelompok 
yang memberikan keuntungan atau manfaat pribadi/kelompok yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan atas keputusan atau persetujuan yang akan diberikan.  
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BAB  II  
KETENTUAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PTPN VII   

  
  

A. PRINSIP PENERIMAAN & PEMBERIAN GRATIFIKASI  

1. Dalam rangka mencegah tindak pidana suap, insan PTPN VII beserta keluarga inti 
DILARANG baik atas inisiatif sendiri maupun karena pengaruh orang lain, baik secara 
langsung ataupun tidak langsung menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan 
dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. 

2. Sikap insan PTPN VII apabila ditawarkan atau diberi hadiah/cinderamata dan/atau hiburan 
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang	diatur dalam pedoman ini, WAJIB MENOLAK 
dengan cara yang santun terhadap tawaran atau pemberian dimaksud, dengan memberikan 
penjelasan sekaligus melakukan sosialisasi terhadap kebijakan ini kepada Pihak Ketiga. 

3. Sikap insan PTPN VII apabila dalam kegiatan sehari-harinya menemukan atau menghadapi 
suatu peristiwa yang menurut Insan PTPN VII termasuk dalam tindakan yang berpotensi 
suap dan/atau termasuk dalam kategori gratifikasi baik itu pemberian dan/atau penerimaan, 
tetapi belum diatur dalam pedoman ini, maka Insan PTPN VII wajib melaporkannya kepada 
atasan langsung secara tertulis sesuai mekanisme yang diatur dalam pedoman ini. 

4. Seluruh insan PTPN VII harus membuat laporan atas penerimaan dan pemberian gratifikasi 
dengan mengisi Formulir Gratifikasi dan menyerahkannya kepada Unit Pengendali 
Gratifikasi (UPG), untuk selanjutnya UPG melaporkan kepada KPK dengan tembusan 
kepada Unit Pengendali Gratifikasi PTPN III (Persero). 

B. KATEGORI GRATIFIKASI  

 1. Gratifikasi Yang Dianggap Suap  
Pemberian Gratifikasi yang dianggap suap diberikan sehubungan dengan jabatan dan 
statusnya sebagai insan PTPN VII . Untuk menilai apakah suatu pemberian berhubungan 
dengan status dan jabatan, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri 
sendiri, apakah pemberian/penerimaan tersebut akan tetap diberikan jika saya bukan 
seorang insan PTPN VII .  
  
Gratifikasi yang dianggap suap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada :  

1) Kegiatan yang berkaitan hubungan masyarakat 
2) Proses penyusunan anggaran 
3) Proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi 
4) Proses pelaksanaan perjalanan dinas atas penerimaan yang tidak sah/resmi dari 

perusahaan. 
5) Proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai 
6) Proses komunikasi, negoisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain 
7) Perjanjian Kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan 

dengan undang-undang diantaranya namun tidak terbatas pada :  
- Selama proses atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;  
- proses pemeriksaan kelayakan hasil pekerjaan dan/atau proses 

persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;  
- pemeriksaan tempat domisili kerja pihak ketiga oleh tim yang ditugaskan oleh PTPN 

VII ;  
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3) Pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan 
pribadi, jabatan dan kewenangan dari insan PTPN VII yang bersangkutan dan tidak 
berlaku bagi masyarakat umum;  

4) Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/persentase bunga khusus diskon 
komersial yang diterima insan PTPN VII karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak 
berlaku bagi masyarakat umum;   

5) Makanan, minuman dan hiburan (entertainment) yang diberikan secara khusus, 
dikarenakan jabatan atau kewenangan insan PTPN VII yang bersangkutan, yang 
dilakukan diluar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;  

6) Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan 
tidak fair;  

7) Pemberian hiburan, paket wisata, voucher, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan 
tugas dan kewajiban insan PTPN VII perusahaan Pihak Ketiga, yang tidak relevan atau 
tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan insan PTPN VII  tersebut;  

8) Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher termasuk dan namun tidak terbatas 
pada tiket pesawat, voucher hotel, olah raga golf, tenis lapangan, voucher hiburan yang 
dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban insan PTPN VII di 
perusahaan Pihak Ketiga yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud 
penugasan insan PTPN VII tersebut;  

9) Pemberian kepada insan PTPN VII sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun 
tidak terbatas pada perayaan adat, ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan, dari Pihak 
Ketiga yang nilai materilnya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-
masing Pihak Ketiga;  

10) Pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada insan PTPN VII dari Pihak Ketiga 
sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan. 

11) Pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan 
kewajiban/tugasnya. 
  

2. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap  
a. Gratifikasi yang tidak dianggap suap, terkait kedinasan meliputi Gratifikasi yang berupa:  

1) Cinderamata/plakat dalam rangka hubungan kedinasan baik di dalam negeri 
maupun luar negeri; 

2) Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan 
kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain 
sejenis yang berlaku umum; 

3) Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai 
alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang 
tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum; 

4) Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan 
prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

5) Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, 
transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar 
Biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat 
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pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar 
ketentuan yang berlaku di instansi penerima, serta dilengkapi dengan setoran bukti 
potong pajak atau tanda terima.  
   

b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap, tidak terkait kedinasan meliputi Gratifikasi yang 
berupa :  
1) Pemberian dari keluarga inti, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, 

anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, 
kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik 
Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;  

2) Pemberian terkait dengan seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, 
khitanan, potong gigi atau upacara adat atau keagamaan, dengan batasan nilai paling 
tinggi Rp 1.000.000,00. (satu juta rupiah) setiap pemberi;  

3) Pemberian sesama insan PTPN VII , yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar 
lainnya dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000 (dua ratus ribu 
rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi 
Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;  

4) Pemberian sesama insan PTPN VII dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi 
jabatan atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, 
dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 
(satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;  

5) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima 
Gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan 
dengan penerima Gratifikasi;  

6) Orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau 
souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan;  

7) Orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;  
8) Orang lain berupa hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan 

atau kompetisi yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri dan tidak terkait 
dengan kedinasan; 

9) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham 
pribadi yang berlaku umum;  

10) Kompensasi atau honor atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi, serta tidak terdapat konflik 
kepentingan, apabila kegiatan dilaksanakan pada saat jam kerja, maka terlebih dahulu 
harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang;  

11) Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis 
berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. 

12) Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, 
pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara 
adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan. 
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C. BATASAN GRATIFIKASI  
Batasan PEMBERIAN Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan oleh Insan PTPN VII adalah 
sebagai berikut :  

1. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) tersebut sudah direncanakan, 
dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat dengan otorisasinya;  

2. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau Hiburan, 
DIPERBOLEHKAN sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan 
baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang 
setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan 
untuk memberikan sesuatu hal kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan 
secara hukum.  
Pemberian dimaksud misalnya antara lain jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket 
pertunjukan kesenian, buku, rekaman musik dan sebagainya.  

3. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam 
bentuk uang dan/atau setara uang uang (termasuk tapi tidak terbatas pada voucher, cek dan 
giro) kecuali dalam rangka pemberian dana sponsorship yang dilengkapi dengan dokumen 
pendukung lainnya;  

4. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam 
bentuk-bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.  

5. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, DIPERBOLEHKAN sebagai apresiasi 
atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Perusahaan atas 
undangan resmi dari Perusahaan, sepanjang kriteria dan besaran honorarium tersebut sesuai 
dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.  

6. Pemberian hadiah/cinderamata berupa barang/uang/setara uang, DIPERBOLEHKAN, 
dalam hal Insan PTPN VII menghadiri acara pertunangan, pernikahan, khitanan, kelahiran, 
kematian, akikah, baptis, potong gigi, upacara adat/agama lainnya atau musibah, dengan 
nilai pemberian maksimum Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap acara sepanjang 
pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk 
melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan 
kedudukan/jabatannya. 

7. Jamuan makan tidak perlu dibatasi, sejauh memenuhi kewajaran dan dilakukan di tempat 
yang terhormat dan tetap menjaga citra positif Perusahaan.  

8. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi 
Perusahaan, wajib mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perusahaan pada barang dimaksud tidak dapat 
dihilangkan).  

  
Batasan PENERIMAAN Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan yang boleh diterima Insan 
PTPN VII adalah sebagai berikut :  

1. Dalam kondisi tertentu, apabila Insan PTPN VII tidak dapat menghindar untuk menerima 
pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada posisi Gratifikasi yang dianggap suap tersebut 
sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa 
sepengetahuan Insan PTPN VII tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya. 
Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan 
kepada UPG secara tertulis sesuai mekanisme yang diatur dalam Kebijakan ini.  
  

2. Hadiah/cinderamata yang boleh diterima Insan PTPN VII harus mencantumkan logo/nama 
perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai 
berikut :  
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a. Logo, nama perusahaan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perusahaan pemberi dan 
merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk promosi perusahaan.  

b. Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, souvenir/aksesoris yaitu 
tidak melebihi nilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah).  

c. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum. 
 

3. Menerima hadiah/cinderamata berupa barang/uang/setara uang, dalam hal insan PTPN VII 
menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran atau terkait dengan musibah 
dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, 
sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi insan PTPN VII, untuk 
melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya; 

4. Menerima Hiburan yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi batasan-batasan 
secara keseluruhan, sebagai berikut :  
a. Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Insan PTPN  

VII atau anggota keluarganya dengan ketentuan dilakukan maksimal satu kali dalam 
kurun waktu satu tahun;  

b. Bila penolakan terhadap Hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi 
hubungan bisnis secara institusi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga yang 
menawarkan Hiburan.  

c. Tidak mengganggu waktu kerja Insan PTPN VII yang bersangkutan.  
d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Perusahaan yang 

dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan. 
e. Sekurang-kurangnya diikuti oleh dua orang atau lebih insan perusahaan; 
f. Hiburan yang diterima tidak dalam bentuk uang atau setara uang, dalam hal ini termasuk 

tapi tidak terbatas pada voucher atau cek, hiburan yang dimaksud tidak melebihi nilai 
Rp1.000.000 (satu juta rupiah). 
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BAB III  
PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  

  
  

A. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PTPN VII merupakan unit yang mengelola gratifikasi di 
lingkungan PTPN VII. UPG PTPN VII melekat pada Bagian Sekretariat Perusahaan.  

  
1. Tugas dan wewenang UPG PTPN VII   

a. Tugas dan wewenang UPG adalah :  
1) Menerima pelaporan Gratifikasi dari Insan PTPN VII .  
2) Melakukan, analisis dan pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima.  
3) Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor, pemberi 

atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian  
Gratifikasi.  

4) Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan  
Gratifikasi.  

5) Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat dengan KPK atas nama PTPN 
VII dalam pelaksanaan Kebijakan Direksi ini.  

6) Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang 
diberikan oleh UPG atau KPK.  

7) Meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan insan PTPN VII terkait 
pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi.  

8) Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Direksi apabila terjadi pelanggaran 
oleh Insan PTPN VII .  

9) Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan PTPN VII kepada 
Direksi dan KPK.  

b. Analisis dan pemrosesan terhadap laporan Gratifikasi dilaksanakan oleh UPG dengan 
berpedoman pada pedoman yang telah diberikan oleh KPK.  

c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPG secara berkala berkoordinasi dengan 
KPK dan pihak-pihak terkait.  

d. Salah satu bentuk koordinasi UPG dengan KPK adalah pemberian laporan berkala oleh 
UPG kepada KPK atau laporan khusus yang diminta oleh KPK terhadap laporan 
gratifikasi di lingkungan PTPN VII.  

e. Waktu pelaporan dan media pelaporan pada laporan berkala oleh UPG kepada KPK 
sebagaimana dimaksud pada butir d, disepakati oleh KPK dan UPG.  

  
2. Berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing, Kepala Bagian dan Manajer Unit bertanggung 

jawab untuk melakukan pendataan, pemantauan, dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan 
gratifikasi bagi insan PTPN VII di lingkungan unit kerjanya masing-masing dengan mengisi 
rekapitulasi penerimaan gratifikasi untuk dilaporkan hasilnya kepada UPG untuk selanjutnya 
oleh UPG diteruskan kepada KPK.  
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B. TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI  

1. Setiap penerimaan sehubungan dengan Gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan 
kepada KPK melalui UPG PTPN VII .  

2. Laporan Gratifikasi disampaikan kepada UPG PTPN VII dengan mengisi formulir yang 
ditetapkan oleh KPK secara lengkap sesuai format yang tertera pada Lampiran, serta 
melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi, baik secara langsung atau melalui 
pos dan email yang disediakan dengan minimal memuat informasi sebagai berikut : 
a. Identitas pelapor, terdiri dari nama lengkap, jabatan dan unit kerja 
b. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi 
c. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; 
d. Nilai gratifikasi yang diterima; 
e. Nama pihak/lembaga pemberi, penerima gratifikasi; 
f. Hubungan dengan pihak pemberi dan alasan pemberian; 

3. Laporan gratifikasi pada butir 2, yang disampaikan secara tidak langsung ditujukan kepada 
UPG melalui media berikut :  
  

a. Korespondensi surat-menyurat :  
Kepada : 
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)  
PT Perkebunan Nusantara VII   
Jl. Teuku Umar No. 300 Bandar Lampung  

b. Email  :  sekretariat@ptpn7.com  

4. Jangka waktu pelaporan melalui UPG paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 
tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Insan PTPN VII. 

5. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada butir 3, UPG PTPN VII meneliti 
Gratifikasi yang diterima untuk menentukan apakah Gratifikasi yang diterima dianggap suap 
atau bukan dengan berpedoman pada pedoman yang telah diterbitkan/dipublikasikan oleh 
KPK. 

6. Apabila penyampaian laporan Gratifikasi melebihi jangka waktu sebagaimana disebutkan 
pada butir 4, maka UPG PTPN VII tidak dapat menerima laporan dimaksud dan Insan PTPN 
VII melaporkan langsung kepada KPK dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh KPK 
secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi. 

7. Apabila hasil penelitian UPG PTPN VII sebagaimana dimaksud pada butir 6 merupakan 
Gratifikasi yang dianggap suap, maka UPG PTPN VII menyampaikan laporan gratifikasi 
tersebut kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan 
Gratifikasi tersebut diterima dengan tembusan kepada Unit Pengendali Gratifikasi PTPN III 
(Persero).  

8. Apabila penerimaan gratifikasi berupa barang yang cepat waktu kadaluarsa, maka dapat 
diserahkan ke Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan kepada Unit 
Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan 
sebagaimana dimaksud. 

9. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa wajib disimpan di 
Bagian Keuangan di lingkungan kerja Insan PTPN VII, sampai dengan ditentukannya status 
kepemilikan atas pnerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan 
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menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan dengan tembusan kepada Unit 
Pengendali Gratifikasi (UPG) PTPN III (Persero) 

10. Unit Pengendali Gratifikasi PTPN VII melaporkan secara berkala kepada Direksi dan Dewan 
Komisaris Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan oleh insan PTPN VII. 

  
 C. REWARD & PUNISHMENT 

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di PTPN 
VII dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

2. Bagi insan PTPN VII yang tidak disiplin dalam melakukan pelaporan gratifikasi maka akan 
dikenai sanksi berupa penundaan golongan dan bonus serta sanksi lainnya sesuai ketentuan 
yang berlaku di PTPN VII. 

3. Bagi insan perusahaan yang disiplin dalam melakukan pelaporan akan mendapat reward 
berupa surat penghargaan dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang 
diusulkan oleh PTPN VII. 

4. Bagi insan perusahaan yang disiplin dalam melakukan pelaporan akan digunakan sebagai 
pertimbangan dalam kegiatan Pengembangan, Promosi dan Mutasi Pegawai. 

 
  



 

 
12	

 

PEDOMAN  PENGENDALIAN GRATIFIKASI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII 

 

 
BAB IV  

PENUTUP  
 
  
Pedoman Pengendalian Gratifikasi merupakan bagian dari Pedoman Good Corporate Governance, yang 
disusun untuk dipedomani oleh karyawan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII.  

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan dan peraturan yang berlaku di 
Perusahaan.  
  
Pedoman ini terbuka untuk disempurnakan dengan diperbarui atau direvisi secara berkala, guna 
penyesuaian terhadap perkembangan organisasi perusahaan dan kebutuhan atas perubahan 
peraturan peundang-undangan.  
  
  

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 21     JANUARI     2021  

.  
D I R E K S I 

 

DONI P. GANDAMIHARDJA 
Direktur 

 



Lampiran 

 
 

FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI 
 

A. IDENTITAS PELAPOR 
Nama Lengkap :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nopek :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jabatan :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Golongan :  . . . . . . . . . . 
Unit Kerja & Alamat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nomor Telepon/HP :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Email :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alamat Rumah :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
B. DATA GRATIFIKASI 

Jenis Penerimaan Harga/Nilai Nominal/ 
Taksiran 

Kode Peristiwa 
Penerimaan 2) 

Tempat dan tanggal 
penerimaan Kode 1) Uraian 

  

(bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)    

 Lainnya : 
 ____________ 

 

     

 Lainnya : 
 ____________ 

 

 
C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI 

Nama :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pekerjaan/Jabatan :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alamat/Telp/Email :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hubungan dengan :  (mitra kerja,teman,atasan,saudara,dll)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Pemberi   
 
D. ALASAN DAN KRONOLOGI 
Alasan pemberian :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kronologi pemberian :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dokumen yang dilampirkan Tidak ada Ada, yaitu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Catatan tambahan :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (bila perlu) 
 
Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada KPK 
secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya. 
 

  . . . . . . . . . . . . . . .,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Pelapor 

 

  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

 

PANDUAN PENGISIAN______________________________________________________________________________________ 

1) Kode Jenis Penerimaan 2) Kode Peristiwa Pemberian 
 a. Uang  1. Pernikahan/keagamaan/adat 6. Pengobatan 
 b. Barang  2. Mutasi/Promosi/Pisah sambut 7. Perjalanan Wisata 
 c. Komisi  3. Tugas/dinas 8. Pinjaman tanpa Bunga 
 d. Pinjangan tanpa bunga  4. Seminar/diklat/workshop 9. Souvenir/barang antik/barang berharga 
 f.  Tiket perjalanan  5. Tidak tahu 10. Lain-lain (tuliskan uraiannya) 
 g.  Fasilitas Penginapan  6. Lainnya 
 h. Perjalanan Wisata 
 f.  Lainnya Sebutkan pada kolom uraian 



REKAPITULASI	PENERIMAAN	GRATIFIKASI	

	

	

Unit	Kerja	 :		………………………………………………………	

Periode	Pelaporan	 :		………………………………………………………	

	

	

No 
Penerima Lokasi 

Penerimaan* 
Tanggal 

Penerimaan 
Bentuk 

Pemberian** 
Perkiraan Nilai 

(Rp) 
Pemberi 

Nama Alamat Jabatan Nama Alamat Hubungan 
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

	

	

*)	Kode	Lokasi	Penerimaan	 **)	Kode	Bentuk	Pemberian	

	 1.	Rumah	Penerima	 	 1.	Uang	 6.	Pengobatan	

	 2.	Kantor	Penerima	 	 2.	Tanah	 7.	Perjalanan	Wisata	

	 3.	Rumah/Kantor	Pemberi	 	 3.	Kendaraan	 8.	Pinjaman	tanpa	Bunga	

	 4.	Tempat	lain	 	 4.	Surat	Berharga	 9.	Souvenir/barang	antik/barang	berharga	

	 	 	 5.	Tiket	perjalanan/	Akomodasi	 10.	Lain-lain	(tuliskan	uraiannya)	

	

	


